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PUTUSAN
Nomor 2092/Pdt.G/2023/PA.Smd
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Benua Baru, 22
September 2001, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Jalan XXXXXX Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Penggugat;

Lawan

XXXXXXNIK, XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rawa Indah, 08 Juni
2000, agama Islam, pekerjaan buruh
bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman
Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14
November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2092/Pdt.G/2023/PA.Smd,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bengkal,
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta
Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 18 Desember 2020;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
dirumah orangtua Penggugat di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara
Bengkal, selama 2 (dua) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai
seorang anak, bernama XXXXXX lahir di Kutai Timur, tanggal 16 April 2021
dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
rukun-rukun saja, namun sejak April 2022 secara terus -menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang
bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, Tergugat juga tidak terbuka
tentang gaji atau penghasilannya, sehingga sebagai seorang istri
Penggugat merasa tidak dihargai dan pada akhirnya kebutuhan rumah
tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja
sebagai asisten rumah tangga. Penggugat sudah bersabar dan bertahan
serta berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat demi
masa depan anak, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor
penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari. Setiap terjadi
perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata cerai
kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi tanggal 23
Desember 2022 disebabkan Tergugat masih saja tidak bertanggung jawab
perihal masalah ekonomi sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak
tercukupi dan akhirnya setelah terjadi pertengkaran secara terus -menerus
Tergugat pergi meningalkan rumah kediaman orangtua Pengguat, sampai
saat ini telah berpisah rumah selama 11 (sebelas) bulan dan selama
berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan
baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa

tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi
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berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud
bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat
selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
A. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara
Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor
XXXXXX, Tanggal 18 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf
Ketua Majelis;
B. Bukti Saksi:
1. XXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi
adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
sekitar tahun 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang
sekarang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah Saksi di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal

kemudian pindah ke Harapan Baru, Loa Janan, Kota Samarinda;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2022 mulai goyah
karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat karena faktor ekonomidimana Tergugat tidak bekerja
sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dengan layak
dan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hariPenggugatlah yang
bekerja sebagai asisten rumah tangga;

- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat

hanya cek -cok mulut saja;
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- Bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena pernah tinggal serumabh;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
Desember 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama dan hingga sekarang sudah tidak saling
berkomunikasi dan tidak pernah mengirimkan nafkahnya;

- BahwaSaksi sebagai orang tua Penggugat sudah berupaya
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi
adalah adik kandung Penggugat;

- BahwaPenggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
sekitar tahun 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang
sekarang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua PenggugatdiDesa Benua Baru, Kecamatan
Muara Bengkal kemudian pindah ke Harapan Baru, Loa Janan,
Kota Samarinda;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai goyah
karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat karena faktor ekonomidimana Tergugat tidak bisa
menafkahi Penggugat dengan layak hingga akhirnya Penggugat
memutuskan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga;

- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat
hanya cek -cok mulut saja;

- Bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat
dan Tergugat karena pernah tinggal serumah di rumah orang tua;
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- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
Desember 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama dan hingga sekarang sudah tidak saling
berkomunikasi dan tidak pernah mengirimkan nafkahnya;

- Bahwa Saksi sebagai orang tua Penggugat sudah berupaya
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatanPenggugat, domisili Penggugat
berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, sesuai Pasal 73 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan
kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak
hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide
Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;
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Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah sejak April 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang
disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi,
Tergugat juga tidak terbuka tentang gaji atau penghasilannya sehingga sebagai
seorang istri Penggugat merasa tidak dihargai dan pada akhirnya kebutuhan
rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat
bekerja sebagai asisten rumah tangga. Penggugat sudah bersabar dan
bertahan serta berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat
demi masa depan anak, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor
penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari. Setiap terjadi perselisihan
dan pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Desember
2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak
pernah hadir ke persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,
maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana
ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti P serta saksi- saksi yaitu, XXXXXX dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P berupa kutipan akta nikah telah memenuhi
syarat formil dan materill sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo
Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P memuat keterangan tentang telah terjadinya
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggall8
Desember 2020, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan
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Tergugat dalam perkara ini masih terikat hubungan hukum sebagai suami istri
yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua)
orang Saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Saksi- Saksi Penggugat bukan orang yang dilarang
untuk menjadi Saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi
seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil
saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi
berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok
perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh
karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg jo.
Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan
dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah
melemahkan dalil-dalii Penggugat yang telah didukung bukti-bukti
sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk

dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang
menikah pada tanggal 18 Desember 2020, dan telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak yang diasuh oleh Penggugat;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak April 2022 hingga sekarang
sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus;

3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat hanya cekcok mulut;
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4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak bisa menafkahi
Penggugat dengan layak karena Tergugat tidak bekerjadan untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga yang kurang, Penggugat akhirnya bekerja sebagai
asisten rumah tangga;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang
hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan
dan selama itu pula sudah tidak terbangun komunikasi yang baik dan
Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas,
perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan
berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum
berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat
dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah
sering berselisih dan bertengkar secara terus -menerus yang berbentuk cekcok
mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus-
menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara
suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan,
sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun
rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan
gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman
dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan
perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran
sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;
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Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik
layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami
istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan
tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan
tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat
dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur
rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan
suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan
bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan,
agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga
bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan sudah tidak
terbangun komunikasi yang sehat, mengakibatkan proses interaksi yang kurang
bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana
utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat
sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkah rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan
adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri
adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah
tangga dalam susunan masyarakat dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika
suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram

dan damai;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah
(maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan
bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan
dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai
alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan /imitatif,
akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau
peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan vyaitu untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian vyaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran secara terus -menerus antara suami istri dan
tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka
perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak,
Penggugat dan Tergugat, sebagai way out untuk melepaskan Penggugat dan
Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna
menghindari kemungkinan terjadinya madharat yang lebih besar atas diri

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, apabila perkawinan mereka
dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dalam
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rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat
Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fighus Sunnah Juz Il

halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :
W sl gud il 51 Login goxll 9 2giz] LdSo

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai
suami istri, niscaya keadaan akan bertambah buruk’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38, 39
Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang
berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan sebelumnya antara
Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119
Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat
adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Samarinda adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya

boleh melakukan akad nikah baru;
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Menimbang, bahwa karena perkara a guo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) tarhadap
Penggugat (XXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh
Rukayah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.l. dan Dra. Hj.
Medang, M.H., masing- masing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umumoleh Ketua
Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Baihagqi,
S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
Ttd.
Rukayah, S.Ag.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Ttd. Ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.l. Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Baihagqi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP
a. Pendaftaran Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pdan T Rp. 20.000,00
c. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Biaya proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 450.000,00
4. Meterai Rp. 10.000,00
JUMLAH Rp. 570.000,00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Samarinda
Ttd.

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
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